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PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik;

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 /KMA

/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/

KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Layanan
Informasi Publik di Pengadilan;

. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2021 tentang Pedoman

1. SLTA/Sederajat
2. D3
3. S1




10.

11.

12.

Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan
Agama;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya,;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 631/
SEK/SK/VII/2023 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan
Informasi Publik di Pengadilan;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi;

KETERKAITAN

ALAT/KELENGKAPAN

1.

SOP Pendokumentasian Informasi Publik

1. Daftar Informasi Publik

2. SOP Pengujian Konsekuensi 2. Komputer dan
kelengkapannya
PERINGATAN CATATAN/DATA

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan

informasi tidak berjalan efektif

Dokumen Datar Informasi
Publik










Pelaksana Mutu Baku
Pejabat ];I:;::l Unit
i Penye . Pelayan
ne Heglatan di.Z mentasi PPID aZ Keleng Waktu | Output et
Informa dan Informa kapan
. Informa .
si si si
1. [Melakukan klasifikasi Doku 5 menit | Doku
informasi publik atas ( ) men men
informasi yang dikuasai Infor informa
masi si
Publik publik,
Draft
daftar
informa
si publik
2. |[Mendokumentasikan Doku 5 menit | Doku
informasi publik dalam men men
bentuk softcopy dan S Infor informa
hardcopy masi si publik
Publik
3. [Menetapkan dan Daftar | 5 menit | Daftar
memutakhirkan Daftar Infor Infor
Informasi Publik masi masi
Publik Publik
4. |Memerintahkan untuk Daftar | 5 menit | Daftar
mengunggah Daftar / Infor Infor
Informasi Publik di website masi masi
Publik Publik
5. [Mengunggah Daftar Daftar | 5 menit | Daftar
Informasi Publik di website Infor Infor
_:90 masi masi
Publik Publik

Waktu yang diperlukan : 25 menit




